
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026  yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap  Prioritas Pembangunan Nasional;

2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan

3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan anggaran belanja yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan asumsi makro yang terjadi di daerah. Arah kebijakan belanja mengacu kepada  kebijakan umum anggaran belanja Tahun Anggaran 2024.
Selain itu prioritas belanja juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional, dan harus diakomodir oleh daerah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat, sehingga  Prioritas Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah. 
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